
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Drt. Nornor 7 Tahun 1956 tentang Pcmbentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupatcn dalam lingkungan Propinsi 
Surnatera Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Repub1ik Indonesia 
Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nornor 17 Ta h un 2003 tcn ta ng Keuangan Negara 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4: Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor :33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 Lentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6573); 

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, 
antara kegiatan dan antar jeriis belanja dan kcadaan yang 
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelurnnya harus 
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu 
menetapkan Pera tu ran Daerah ten Lang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT 
NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENT ANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANGKAT, 

BUPATILANGKAT 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

SA LINAN 

Mengingat 

Menimbang 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemt Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

9. Pera tu ran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 ten tang Pemindahan 
Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II 
Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan 
Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemcrintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Dacrah [Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
58871 Tambahan Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Norn or 
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tah un 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dun Pengo.waso.n Penyelenggo.raan Perner-in taho.n Do.cro.h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
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b. Peridapatan Transfer 
1) Semula Rp. 1.542.645.938.278,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 309.447.828.356,00 

.Jumlah pendapatan transfer sel elah Perubahan Rp.1.852.093. 766.634,00 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Semula Rp. 167.120.835.030,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 1.523.694.400,00 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 168.644.529.430,00 

Pasal 2 
( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah 
Rp. 1 .821.274.173.308,00 bertambah sejumlah Rp.505.541. 765.550,00 sehingga 
menjadi Rp.2.326.815.938.858,00 

PERATURAN DJ\ERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bcrsama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT 

clan 
BUPATI LJ\NGKJ\T 

17. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 
Pcraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Pcraturan Presidcn Nomor 16 Tahun 2018 tentarig Pengadaan 
Ba rang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berba sis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia. Tah un 2013 
Nomor 1425); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Pcrcncanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nornor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 
Pernerintah Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 249); 

21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Lcntang 
Pedoman Teknis Pcngelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Langkal Nomor 29 Tahun 2007 
ternang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Langkal 'T'ahun 201 l Nornor 5); 

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembnran 
Daerah Kabupaten Langkat. Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 57); 



4 

b. Pengeluaran Pernbiayuan 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.217.131.050,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
setelah perubahan Rp. 197 .035. 973.844,00 

a. Penerimaan Pembiayaan 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 197.035.973.844,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 
setelah perubahan Rp. 197.035.973.844,00 

Pasal4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

d. Belanja transfer 
1) Semula Rp. 343.027.287.035,00 
3) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 343.027.287.035,00 

Rp. 8.552.975.746,00 

c. Belanja tidak terduga 
1) Semula Rp.8.298.855.746,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 254.120.000,00 

Jumlah belanja modal setelah perubahan 

b. Belanja modal 
1) Semula Rp. l 18.916.523.845,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp.180.605.843.469,00 

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 299.522.367.314,00 

a. Belanja operasi 
1) Semula Rp. l.351.031.506.682,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 324.681.802.081,00 

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. l.675.713.308.763,00 

Pasal 3 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1) Semula Rp.111.507.400.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.751.400.000,00 

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
Setelah Perubahan Rp. 114.258.800.000,00 
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a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak 
diprediksikan sebelumnya; 

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. Berada diluar kendali danpengaruh pemerintah daeah; 
d. Merniliki dampak yang signifikan terhadap anggaran rangka pemulihan yang 

disebabkan oleh kcadaan darurat. 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekuranz-kuranznya 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Lentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan 
clan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pernbiayaan; 
Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pernerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 
Kegiatan Beserta Keluaran; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
Sinkroriisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD; 
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD; 
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; dan 
Daftar Pinjaman Daerah. I I. Larnpiran XI 

10. Lampiran X 

9. Lampiran IX 

6. Lampiran VI 
7. Lampi ran vn 
8. Lampiran VIII 

5. Lampiran V 

4. Lampiran IV 

3. Lampiran III 

2. Larnpiran II 

1. Larnpiran I 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini, tcrdiri dari: 

Pasal 5 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINS! SUMATERA UTARA 
NOMOR : 5-135/2021 

L~MBAl<AN DAERAH K/\BUP/\TEN LANG KAT TAHUN 2021 NOMOR : 2 

INDRA SALAHUDIN 

ttd 

Diundangkan di Stabat 

pada tanggal H Oktober 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, 

TERBIT REN CANA PERANGIN ANGI N 

ttd 

Ditetapkan di Stabat 

pada tanggal 11 Oktober 2021 
BUPATI LANGKAT, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Langgal diundangkan. 

Pasal 8 

Ketentuan lcbih lanjut mcngcnai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 7 
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Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan 
menjadi Peraturan Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat, selanjutnya Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD 
mclaktrkan pcnycmpurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil 
penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar 
penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 

Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD disertai 
penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan 
mcmperoleh pcrsetujuan bersama. 

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalarn l (satu) tahun 
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan 
estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami keriaikan 
atu pcnurunan Jcbih bcsar dari 50% (lima puluh) persen 

Pcrubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi : 
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asurnsi KUA; 
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 
c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 
berjalan; 

d. Keadaan darurat; dan/atau 
c. K.eadaan luar biasa. 

Pcrubahan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 
1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan 
negara. 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan Dacrah yang ditctapkan dengan Peraruran Daerah. 

I. UMUM 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

PENJELASAN 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR: 61 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal2 

Cukup Jelas 
Pasal3 

Cukup .Jelas 

Pasal4 
Cukup Jelas 

Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 
Pasal 7 

Cukup Jelas 
Pasal 8 

Cukup Jelas 


